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Berdasarkan pembahasan dan analisi yang telah penulis lakukan pada bab 
sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban 
terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini, yaitu : 
1. Jaminan adalah tanggungan pelunasan dari debitur kepada kreditur atas 
perikatan yang dibuatnya. Agunan menurut UUP adalah jaminan 
tambahan, sehingga dalam praktek pemberian kredit juga mengenal 
jaminan pokok. Jaminan tambahan adalah jaminan yang berwujud 
(material), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak 
sedangkan jaminan pokok adalah rasa kepercayaan bank terhadap 
kesanggupan pembayaran debitur atas utangnya. Jaminan mempunyai 
makna yang sangat luas, yaitu jaminan berwujud (material) dan 
jaminan tidak berwujud (immaterial), sehingga agunan merupakan 
bagian dari jaminan yaitu termasuk dalam jaminan berwujud 
(material). 
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sebagai 
perubahan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan, khususnya bunyi Pasal 1 butir 23 dan Pasal 8 
ayat (1) tidak melarang adanya pemberian kredit tanpa agunan oleh 
bank kepada nasabah debiturnya atau dengan kata lain pemberian 





Perbankan yang berlaku. Bunyi Pasal tersebut menentukan bahwa yang 
terpenting dalam pemberian kredit adalah kepecayaan suatu bank 
kepada debiturnya, karena agunan yang berupa jaminan kebendaan dan 
jaminan perorangan hanya merupakan jaminan tambahan. Kedudukan 
bank dalam pemberian kredit tanpa agunan adalah sebagai kreditur 
konkuren bersama – sama dengan kreditur lainnya, sehingga bank 
tidak dapat mengeksekusi jaminan umum yang ada pada debitur untuk 
pelunasan piutangnya sehingga harus ada putusan kepailitan dalam hal 
wanprestasi terhadap kredit tanpa agunan. Kuratorlah yang berwenang 
untuk mengeksekusi dan mengurus harta kekayaan debitur. 
B. Saran 
Beberapa saran yang penulis berikan kepada berbagai pihak adalah sebagai 
berikut : 
1. Nasabah debitur 
Nasabah debitur yang mengajukan permohonan kredit tanpa agunan 
harus menumbuhkan kepercayaan bank terhadap diri sendiri karena 
kepercayaan merupakan jaminan pokok. Kepercayaan dalam hal ini 
adalah kepercayaan bank terhadap kesanggupan dan kemampuan 
pembayaran utang debitur.  
2. Bank 
Bank mempunyai kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah 
debitur mengenai jaminan dari kredit tanpa agunan sebelum 
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